STANDART PELAYANAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF 
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. Service Delivery

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	1. Masuk dalam data DTKS, P3KE atau Masyarakat miskin di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu;
2. Belum pernah mendapatkan bantuan usaha atau pernah mendapatkan bantuan usaha Tahun 2024 kebawah sebagai pengembangan usaha;
3. Diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan dari sumber lain;
4. Perorangan Wanita/Laki-laki;
5. Berusia 18 s/d 60 Tahun dan diutamakan yang sudah menikah;
6. Membuat Proposal Permohanan  Usulan Bantuan Usaha;
7. Melampirkan KTP (Berdomisili tetap), kartu keluarga, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengusul Bantuan/Individu dan Foto Usaha.

	2.
	Sistem,Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon mengajukan proposal kepada Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Desa/Lurah;
2. Proposal diverifikasi administrasi dan teknis oleh petugas Dinas Sosial;
3. Dilakukan survei lapangan untuk validasi dan kelayakan usaha;
4. Hasil verifikasi dibahas dalam tim teknis penetapan penerima;
5. Penerima bantuan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas;
6. Bantuan disalurkan secara non-tunai atau berupa barang sesuai kebutuhan usaha;
7. Dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan oleh petugas.

	3.
	Jangka Waktu Penyelesaian










	1. Proposal pengajuan diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan pemberian bantuan;
2. Proses verifikasi administrasi dan teknis dilakukan dalam waktu maksimal 90 hari kalender setelah proposal diterima;
3. Keputusan penerimaan bantuan dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya dan disalurkan sesuai DPA tahun berjalan;
4. Total waktu penyelesaian pelayanan sejak proposal diterima hingga bantuan disalurkan adalah paling lambat 12 bulan, tergantung pada proses perencanaan dan penganggaran daerah.

	4.
	Biaya/Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis)

	5.
	Produk Layanan
	1. Bantuan barang atau modal usaha sesuai proposal yang telah disetujui;
2. Dokumen penetapan sebagai penerima bantuan usaha ekonomi produktif.	

	6.
	Penanganan Pengaduan dan Saran
	Disampaikan melalui:
1. Kotak saran di kantor Dinas Sosial;
2. Aplikasi SPAN-LAPOR;
3. WhatsApp : 082352554146;
4. Website : http://dinsos.kutaitimurkab.go.id/;
5. Instagram : @halo.dinsoskutim;
6. Pengaduan langsung saat monitoring lapangan;
7. Langsung kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.
Tindak lanjut maksimal 7 hari kerja setelah aduan diterima



B. Manufacturing

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial pada Sektor Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Kantor pelayanan Dinas Sosial dan UPTD terkait;
2. Ruang pelayanan dan ruang konsultasi;
3. Komputer, printer, jaringan internet;
4. Sistem pengarsipan dan pelaporan elektronik/manual.

	3
	Kompetensi Pelaksana
	1. Pendamping Sosial Lapangan (PKH dan TKSK)
a. Kompetensi Teknis:
· Memahami tugas pokok dan fungsi pendamping sosial di tingkat kecamatan;
· Mampu melakukan pendataan dan verifikasi faktual kondisi sosial ekonomi calon penerima bantuan;
· Mampu menyusun laporan hasil verifikasi secara tertulis dan sistematis.
b. Kompetensi Sosial:
· Mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara empatik dan terbuka;
· Mampu membangun koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan Dinas Sosial.
c. Kompetensi Etik:
Menjunjung tinggi integritas, kerahasiaan data, dan bersikap netral dalam proses verifikasi.
2. Petugas Administrasi Dinas Sosial
a. Kompetensi Teknis:
· Mampu memproses berkas usulan, memverifikasi kelengkapan dokumen, dan mengelola data administrative;
· Menguasai pengarsipan manual dan digital.
b. Kompetensi Manajerial:
· Teliti, terorganisir, dan mampu bekerja sesuai tenggat waktu;
· Mampu menyusun rekapitulasi dan pelaporan berkala.
3. Petugas Rekap dan Dokumentasi
a. Kompetensi Teknis:
· Mampu mengelola data hasil verifikasi dari lapangan secara akurat;
· Mampu membuat laporan akhir usulan yang siap diajukan ke kepala bidang.
b. Kompetensi Digital:
Menguasai aplikasi pengolah data dan sistem informasi pelayanan sosial (jika tersedia).
4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
· Kompetensi Teknis dan Manajerial:
· Menguasai regulasi teknis terkait penanganan fakir miskin dan pemberdayaan ekonomi;
· Mampu menyusun rencana kegiatan dan jadwal verifikasi tahunan;
· Mampu memimpin koordinasi teknis antar pelaksana dan mendampingi proses evaluasi pelaksanaan UEP;
· Menyusun laporan pelaksanaan kepada Kepala Dinas Sosial.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
· Kompetensi Strategis dan Supervisi:
· Memahami arah kebijakan sosial daerah dan nasional;
· Mampu menetapkan kebijakan, mengambil keputusan strategis, dan menyetujui rencana kegiatan tahunan UEP;
· Menyusun laporan kinerja kepada pimpinan daerah dan memimpin pengawasan umum terhadap pelaksanaan program;
· Mewakili institusi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban publik.

	4.
	Pengawasan Internal
	Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur guna menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar pelayanan.
1. Pengawas Utama: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
a. Melaksanakan fungsi pengawasan umum terhadap seluruh proses pelayanan UEP, mulai dari tahap perencanaan, verifikasi, penyaluran, hingga pelaporan;
b. Menerima laporan hasil pelaksanaan dari kepala bidang dan memberikan arahan tindak lanjut terhadap temuan atau kendala di lapangan;
c. Menjadi pengambil keputusan akhir atas pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan di tingkat teknis.
2. Pengawas Teknis: Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
a. Melakukan pengawasan langsung terhadap proses teknis pelaksanaan program, termasuk validasi hasil verifikasi, penilaian kelayakan penerima bantuan, dan pencapaian target program;
b. Melakukan monitoring lapangan secara berkala bersama petugas pelaksana dan pendamping sosial;
c. Menyusun laporan evaluasi internal sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas dan bahan perbaikan tahun berikutnya.
3. Mekanisme Pengawasan:
a. Pengawasan dilaksanakan secara berkala setiap triwulan dan insidental jika diperlukan;
b. Rapat koordinasi pengawasan dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun, yaitu pada masa evaluasi pertengahan tahun dan akhir tahun;
c. Hasil pengawasan didokumentasikan dalam berita acara pengawasan internal dan menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	1. Pendamping Sosial Lapangan:
a. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)
→ Bertugas membantu identifikasi awal dan validasi data calon penerima manfaat di wilayah kerja masing-masing;
b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
→ Bertugas melakukan verifikasi faktual lapangan serta menyusun laporan hasil verifikasi untuk disampaikan ke Dinas Sosial.
2. Petugas Dinas Sosial Kabupaten:
a. Petugas Administrasi
→ Menerima berkas permohonan, melakukan pengecekan kelengkapan administrasi, dan menginput data ke sistem.
b. Petugas Rekapitulasi dan Dokumentasi
→ Mengumpulkan hasil verifikasi dari PKH dan TKSK, menyusun rekapitulasi data penerima usulan per tahun, serta mendokumentasikan proses.
c. Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 
→ Bertugas menyusun rencana kegiatan, menetapkan jadwal verifikasi, serta melakukan penetapan calon penerima bersama tim teknis.

	6.
	Jamianan Pelayanan
	1. Kepastian pelayanan berdasarkan prosedur yang transparan dan akuntabel;
2. Kepastian waktu dan kejelasan informasi proses bantuan;
3. Perlakuan setara dan nondiskriminatif bagi semua pemohon.

	7.
	Jamianan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	1. Data pemohon dijaga kerahasiaannya sesuai prinsip perlindungan data pribadi;
2. Proses pelayanan dilakukan di lingkungan yang aman dan layak;
3. Bantuan diberikan sesuai prosedur untuk mencegah penyalahgunaan.

	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja pelaksanaan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 
dilakukan secara terstruktur dan periodik sebagai berikut:
1. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:
a. Evaluasi Tahap I (Awal Tahun):
Dilaksanakan pada bulan Januari–Februari, untuk menilai proses perencanaan tahun sebelumnya, mengevaluasi penyaluran bantuan tahun berjalan sebelumnya, serta merumuskan perbaikan sistem pelaksanaan.
b. Evaluasi Tahap II (Akhir Tahun):
Dilaksanakan pada bulan Oktober–November, sebagai bagian dari persiapan perencanaan anggaran tahun berikutnya, termasuk pemetaan data usulan proposal yang telah masuk dan hasil verifikasi lapangan.
2. Metode Evaluasi:
a. Rapat koordinasi lintas pelaksana (PKH, TKSK, petugas dinas);
b. Pengumpulan data kuantitatif: jumlah usulan, penerima, dan sebaran wilayah;
c. Analisis kualitatif: efektivitas penyaluran, kendala lapangan, dan keluhan Masyarakat;
d. Monitoring langsung ke lokasi usaha penerima bantuan.
3. Penanggung Jawab Evaluasi:
a. Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin; 
b. Tim Evaluasi dan Perencana Dinas Sosial;
c. Didukung oleh laporan dari pendamping PKH, TKSK, serta petugas monitoring.
4. Hasil Evaluasi:
a. Digunakan sebagai dasar perbaikan teknis pelaksanaan program;
b. Menjadi acuan dalam penyesuaian kriteria dan prioritas penerima bantuan;
c. Dijadikan bahan laporan tahunan kepada pimpinan daerah dan instansi pengawas.



